
 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Yth. 1.  Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; 

2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara; 

3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara; 

4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani 

kepentingan umum; 

5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara; 

6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan 

7. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan. 

 

SURAT EDARAN 

Nomor SE 111 Tahun 2021 

TENTANG 

PENGATURAN MOBILITAS MASYARAKAT  

DENGAN TRANSPORTASI UDARA SELAMA PERIODE NATAL TAHUN 2021 DAN 

TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 

1. Latar Belakang 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Addendum Surat Edaran Ketua 

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang 

Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal 

Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 

Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Pengaturan Mobilitas Masyarakat 

Dengan Transportasi Udara Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun 

Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 



2. Maksud dan Tujuan 

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk pengaturan perjalanan orang dalam 

negeri dengan transportasi udara selama periode Natal tahun 2021 dan 

Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19). Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya penularan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: 

Pengaturan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara 

selama periode Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 

4. Dasar Hukum: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan; 

c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19);  

d. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai 

Bencana Nasional; 

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang 

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020; 

f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022; 

g. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang 

Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat 

Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 96 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan 

Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 



i. Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 

Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas 

Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 

Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 

5. Isi Edaran 

a. Pengaturan mobilitas masyarakat dengan transportasi udara selama 

periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, diatur sebagai 

berikut: 

1) Syarat dan ketentuan yang berlaku bagi pelaku perjalanan dalam 

negeri untuk seluruh wilayah Indonesia selama periode Natal Tahun 

2021 dan Tahun Baru 2022, sebagai berikut: 

a) dalam hal pelaku perjalanan tidak vaksin dosis lengkap karena 

alasan medis maupun belum mendapatkan vaksin dosis lengkap 

maka mobilitasnya dibatasi untuk sementara; 

b) pelaku perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan kartu 

vaksin lengkap (vaksinasi dosis kedua) dan hasil negatif rapid 

test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 

maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai 

persyaratan perjalanan; 

c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) 

dikecualikan untuk: 

(1) pelaku perjalanan tidak vaksin dosis lengkap karena alasan 

medis dan akan melakukan perjalanan dengan menggunakan 

transportasi udara untuk keperluan berobat / medis, dengan 

ketentuan wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang 

sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam 

sebelum keberangkatan dan surat keterangan dari dokter 

rumah sakit pemerintah; dan 

(2) moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, 

daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). 

d) pelaku perjalanan usia dibawah 12 tahun wajib untuk 

menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil 

dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan 

sebagai persyaratan perjalanan dan dikecualikan syarat kartu 

vaksinasi. 

 



2) Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara selama periode Natal 

Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, sebagai berikut: 

a) mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di 

dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 

2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa 

Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri 

Perhubungan Nomor SE 96 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan 

Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19); 

b) tidak melakukan pengajuan penambahan kapasitas 

penerbangan selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 

2022; 

c) meningkatkan pemeriksaan dan memastikan kelaikan pesawat 

udara dan personel pesawat udara yang bertugas; 

d) meningkatkan kewaspadaan sehubungan dengan adanya 

potensi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia; 

e) melaksanakan pengembalian biaya jasa angkutan udara (refund 

ticket) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

f) melaksanakan penanganan keterlambatan penerbangan sesuai 

dengan ketentuan delay management. 

(3) Ketentuan bagi Penyelenggara Bandar Udara selama periode Natal 

Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, sebagai berikut: 

a) mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di 

dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 

2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa 

Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19); 

b) meningkatkan konsistensi pemeriksaan keamanan terhadap 

penumpang, orang selain penumpang, barang bawaannya serta 

kargo sesuai prosedur dengan mengoptimalkan fasilitas dan 

personel yang ada; 

c) meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait di 

lingkungan bandar udara dalam rangka antisipasi potensi cuaca 

ekstrem di wilayah Indonesia; 



d) melakukan penyesuaian jam operasi bandar udara dalam 

rangka mendukung pengendalian transportasi udara selama 

periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022; 

e) melakukan pengaturan kapasitas (slot time) bandar udara 

berdasarkan evaluasi dan koordinasi bersama seluruh 

pemangku kepentingan untuk pengendalian transportasi udara 

selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022; dan 

f) memastikan protokol kesehatan khususnya jaga jarak (physical 

distancing) di bandar udara terlaksana. 

(4) Ketentuan bagi Penyelenggara Navigasi Penerbangan selama periode 

Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, sebagai berikut: 

a) mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di 

dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 

2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa 

Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19); 

b) meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam 

rangka antisipasi potensi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia; 

dan 

c) melakukan pengaturan kapasitas (slot time) bandar udara 

berdasarkan evaluasi dan koordinasi bersama seluruh 

pemangku kepentingan untuk pengendalian transportasi udara 

selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. 

b. Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi menyeluruh 

terkait dengan kapasitas penerbangan selama periode Natal Tahun 

2021 dan Tahun Baru 2022 

c. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan meningkatkan pengawasan 

/ ramp check selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. 

d. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, maka persyaratan kesehatan 

yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 96 

Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam 

Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan tidak berlaku. 

 

 




